[1]

2]

[3]

[9]

DAFTAR PUSTAKA

[. D. Indonesia, “Ditjen Pajak Jemput Paksa Tersangka Kasus Penggelapan
Pajak di Riaw,” Beritasatu.com, 27 Desember 2013. [Online]. Available:
http://id.beritasatu.com/home/ditjen-pajak-jemput-paksa-tersangka-kasus-
penggelapan-pajak-di-riaw/74929. [ Diakses 10 Maret 2017].

“Pembacaan Putusan Pengadilan Atas Kasus Pengggelapan Pajak Dengan
Terdakwa Purdi E Chandra,” www.pajak.go.id, 27 Agustus 2014. [Online].
Available: http://www.pajak.go.id/content/news/pembacaan-putusan-
pengadilan-atas-kasus-pengggelapan-pajak-denganr terdakwa-purdi-e-chandra .
[Diakses 10 Maret 2017].

M. S. Utama, “Ditjen Pajak Serahkan Tersangka Kasus Penggelapan Pajak
Rpl19,6 Miliar ke Kejaksaan,” Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan, 20 Nopember 2015. [Online]. Available:
http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-serahkan-tersangka-kasus-
penggelapan-pajak-rp196-miliar-ke-kejaksaan. [ Diakses 13 Februari 2017].

A. H Hasibuan, “Terbukti Gelapkan Pajak, Khaidar Aswan Divonis 4 Tahun,”
Tribun Medan, 16  November  2016.  [Onling].  Available:
http://medan.tribunnews.com/2016/11/16/terbukti-gelapkan-pajak-khaidar-
aswan-divonis-4-tahun. [Diakses 13 Februari 2017].

M. Kurniawati dan A. A. Toly, “Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan
Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di
Surabaya Barat,” Tax and Accounting Review, vol. 2, pp. 1-12, 2014.

A. Syahrina dan D. Pratomo, “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya
Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi
Sistem Perpajakan Terhadap Tax Evasion Oleh Wajib Pajak,” pp. 1-12, 2014.

T. K Ardyaksa dan K, “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan
Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax
Evasion,” Accounting Analysis Jowrnal, pp. 475-484, 2014.

Y. Friskianti dan B. D. Handayani, “Pengaruh Self Assessment System,
Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus
Terhadap Tindakan Tax Evasion,” Accounting Analysis Jownal, pp. 543-552,
2014.

M. Indriyani, S. Nurlaela dan E. M. Wahyuningsih, “Pengaruh Keadilan, Sistem
Perpajakan, Disknminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya

Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion,”
Seminar Nasional [ENACO, pp. 818-825, 2016.

[10] M. Elmiza, P. Fauzati dan Y. , “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan

Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan
Pajak,” pp. 1-15, 2014.

[11]S. Marlina, “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan

Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib  Pajak  Mengenai
Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Bintan,” pp. 1-46, 2014.

[12] L. Dharma, ‘“Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas

© Karya Dilindungi UU Hak Cipta

68

1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

2. Dilarang melakukan plagiasi.

3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.



© Karya Dilindungi UU Hak Cipta

Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak,” JOM Fekon , vol. 3, pp. 1565-1578,
2016.

[13]M. A Wicaksono, “Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak,
Diskriminasi Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku
Penggelapan Pajak,” pp. 1-42, 2014.

[14] S. K Rahayu, “Analisis Work Climate, Supportive Management, Terhadap
Work Effort, dan Taxpayer's Service Quality Yang Mempengaruhi Tax Evasion
Di Kantor Pelayanan Pgjak Dalam Wilayah Kanwil Jawa Bagian Barat 11"
Majalah llmiah UNIKOM, vol. 7, pp. 113-124, 2011.

[15]S. Fatimah dan D. K Wardani, ‘“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penggelapan Pajak D1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung,”
Afamtansi Dewantara, vol. 1, pp. 1-14, 2017.

[16]S. K Rahayu, Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal), Yogyakarta:
Graha Il 2010.

[17] L. Pandiangan, Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan (Berdasarkan
UU Terbaru), Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008,

[18] A. Halim, I. R. Bawono dan A. Dara, Perpajakan (konsep, Aplikasi, Contoh, dan
Studi Kasus), Jakarta: Salemba Empat, 2014.

[19] M. Zain, Manajemen Perpajakan, 3 penyunt., Jakarta: Salemba Empat, 2008.

[20]1. Lubis, Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan
Hukum, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

[21] C. A. Pohan, Pengantar Perpgjakan (Teori dan Konsep Hukum Pajak), Jakarta:
Mitra Wacana Media, 2014.

[22] G. E. Guyanie, Ironi Cukai Tembakau (Karut-Marut Hukum dan Pelaksanaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Indonesia), Jakarta: Indonesia
Berdikari, 2013.

[23]H. Purwono, Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Jakarta: Frlangga,
2010.

[24] Soemarso, Perpajakan (Pendekatan Komprehensif), Jakarta : Salemba Empat,
2007.

[25] H. Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomu Daerah, Jakarta:
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

[26] R. B. Publisher, Pajak Penghasilan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983), Yogyakarta: Best Publisher, 2010.

[27]U. Laboratorium Pusat Data Hukum, Himpunan Lengkap Undang-Undang
Bidang Pidana, Yogyakarta: Andi, 2007.

[28] P. Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual,
Cianjur: IMR Press, 2010.

[29] Waluyo, Akuntansi Pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

[30] Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 2011.

[31]J. A Hall, Accounting Information Systers, 4 penyunt., Jakarta: Salemba
Empat, 2007.

69

1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

2. Dilarang melakukan plagiasi.

3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.



© Karya Dilindungi UU Hak Cipta

[32] H. Tugiman, Standar Profesional Auditor Internal, Yogyakarta : Kanisius, 2006.

[33] D. Utomo, Y. Setiawanta dan A. Yulianto, Perpajakan (Aplikasi dan Terapan),
Yogyakarta: Andi, 2011.

[34] G. S. Faisal, How To Be A Smarter Tax Payer, Jakarta: Grasindo, 2009.

[35]G. Djuanda dan 1. Lubis, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

[36] Waluyo, Perpajakan Indonesia, 11 penyunt., Jakarta: Salemba Empat, 2013.

[37]W. Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

[38] C. A. Pohan, Manajemen Perpajakan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utanm,
2013.

[39] Waluyo, Perpajakan Indonesia, 10 Buku 1 penyunt., Jakarta: Salemba Empat,
2011.

[40] I. Bastian, Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga, 2006.

[41]S. D. A Ratnaningsih dan R. Hastuti, “Dampak Pertentangan Diametral Pada
Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemmungkinan Terdeteksinya
Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan
dan Kecenderungan Personal,” Kajian Akuntansi, vol. 1, pp. 1-20, 2009.

[42] E. Ahman dan E. Indriani, Membina Kompetensi Ekonomi, Bandung: Grafindo
Media Pratama, 2006.

[43] M. S. Subki dan D. , Menyelesaikan Sengketa Melalu Pengadilan Pajak, Jakarta
: PT Elex Media Komputindo, 2007.

[44] W. Suminarsasi dan S. , “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan
Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan
Pajak (Tax Evasion),” pp. 1-20, 2012.

[45] ?oé\gm ono, Tax Planning (Menyiasati Pajak dengan Bijak), Yogyakarta: Andi,

[46] T. H Simanjuntak dan [. Mukhlis, Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam
Pembangunan Ekonom, Jakarta: Rath Asa Sukses, 2012.

[47]E. S. Inanto, Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan (Lintas Generasi),
Semarang: DJP (Kanwil DJP Jawa Tengah I), 2013.

[48] Y. S. Yetmi, Y. Dammayanti dan R Y. Muslim, “Faktor-Faktor Yang

1 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak,” vol. 5, pp.
1-15, 2014.

[49] D. Sunyoto, Metode dan Instrumen penelitian, Yogyakarta: Caps Publishing,
2013.

[50] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND, Bandung:
Alfabeta, 2009.

[51]M. Langkat, “Dispenda Langkat Gandeng Bank Sumut Kerjasama Kelola PBB-
P2 Online,” Metro Langkat, 30 April 2015. [Online]. Available:
http://metrolangkat-binjai.comy'view/Berita-Terkini/319/Dispenda-Langkat-
Gandeng-Bank-Sumut-Kerjasama-Kelola-PBB-P2-Online.html.  [Diakses 09
November 2016].

70

1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

2. Dilarang melakukan plagiasi.

3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.



© Karya Dilindungi UU Hak Cipta

[52]1. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23,
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

[S3]E. N. Armina dan A. Tahar, “Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tanf Pajak,
Ketepatan pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap
Tindakan Tax Evasion,” pp. 1-19, 2016.

[54]1. S. Siregar, “Kesadaran Wajib Pajak Kota Bimjai Masih sangat Rendah,”
Tribun  medan, 20 Maret 2012 [Online]. Available:
http://medan. tribunnews.com/2012/03/2(Vkesadaran-wajib-pajak-kota-binjai-
masih-sangat-rendah. [ Diakses 27 Oktober 2016).

[55] 1. Fauzi, “Partisipasi Warga Binjai Bayar Pajak 43%,” Antara Sumut, 31 Maret
2013. [Online]. Available: http:/m.antarasumut.comy/berita/99840/ partisipasi-
warga-binjai-bayar-pajak-43-persen. [ Diakses 27 Oktober 2016).

[56] T. Sumarsan, Perpajakan Indonesia, Jakarta Barat: PT Indeks, 2010.

[57] D. Muljono, Ketentuan Unum Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 2008.

[58] Supramono dan T. W. Damayanti, Perpajakan Indonesia, Yogyakarta: Andi,
2010,

[59] A. Sani, “4 Orang jadi tersangka kasus penggelapan pajak di Dispenda Riau,”
Merdeka.com, 25 Juli 2016. [Online]. Available:
https://www.merdeka.com/peristiwa/4-orang-jadi-tersangka-kasus-penggelapan-
pajak-di-dispenda-riau.html. [Diakses 13 Februari 2017].

[60] W. C. Boynton, R. N. Johnson dan W. G. Kell, Moderm Auditing, Edisi Ketujuh
penyunt., Jakarta: Frlangga, 2015.

71

1. Dilarang menyebarluaskan dokumen tanpa izin.

2. Dilarang melakukan plagiasi.

3. Pelanggaran diberlakukan sanksi sesuai peraturan UU Hak Cipta.



